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ABSTRAK 

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 

dan merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah disamping 

Kepala Daerah. Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai peran dalam 

pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah. Sebagaimana fungsi dari pada 

DPRD yang tercantum dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yaitu, fungsi legislasi, dan anggaran serta 

pengawasan. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kota Padang mengusulkan 

rancangan perda sebanyak 48 ranperda dalam bentuk Program Legislasi Daerah. 

Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota 

Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah, 2). Apa sajakah penyebab yang 

mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota Padang dalam pembentukan Peraturan 

Daerah, 3). Upaya DPRD Kota Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi 

dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penulis menggunakan metode penelitian 

hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke kantor DPRD Kota 

Padang dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian 

1). Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Padang sejauh 

ini telah melaksanakan fungsi legislasi nya itu dalam bentuk Program Legislasi 

Daerah sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun  2015 

tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang., 2). Penyebab yang memengaruhi fungsi 

legislasi DPRD Kota Padang dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah yang 

Pertama kurangnya kedisiplinan anggota DPRD dalam menghadiri sidang 

paripurna. Kedua lamban dalam menerbitkan persiapan dokumen awal atau 

naskah akademik. Ketiga proses atau prosedur yang panjang dalam menetapkan 

Peraturan Daerah. 3). Upaya DPRD dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam 

pembentukan Peraturan Daerah yaitu melalui upaya umum dan upaya khusus. 

  

Kata kunci: Fungsi Legislasi, DPRD,  Peraturan Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari 

pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 

Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain 

daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : “pemerintah daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 

Esensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 beserta penjelasannya pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah 

yang bersifat Otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun 

pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan 

perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif 

bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (will of the 

people). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk 

mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak 

negara (will of the state).
1
 

                                                 
1 Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. SinarGrafika. Jakarta. 

hlm. 65. 
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Atas dasar prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi 

sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam 

doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan 

legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi 

kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan 

mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsi dasar yang ditetapkan legislatif.
2
 

Pelaksanaan sistem pemerintah daerah ini selain diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara 

tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat mengarahkan 

pemberdayaan dan peran masyarakat serta daya saing daerah memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu 

daerah dalam Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini disamping 

mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. 

Untuk melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah 

diberi hak otonomi. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, 

merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan salah satu unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah disamping Kepala Daerah,
3
 Berdasarkan 

Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah, Pasal 57 menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah 

                                                 
2
 Ibid. 

3
Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah 

Secara Langsung. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm.105. 
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Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam penjelasan umum 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu makna pemisahan 

pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(legislatif) adalah untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.
4
 

Sebagai Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 

fungsi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) 

pembentukan Perda, (b) anggaran, dan (c) pengawasan. Untuk melaksanakan 

fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas dan Wewenang, Kewajiban 

dan Hak. 

Peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembatuan, dengan kata lain peraturan 

daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah 

dan tugas pembantuan.
5
 Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting karena 

selain merupakan penjabaran atas Peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, Peraturan Daerah juga harus memperhatikan kebutuhan dan perkembangan 

yang ada di daerah yang bersangkutan, artinya dengan diterbitkannya Peraturan 

Daerah ini jangan sampai mengakibatkan terganggunya kerukunan antar warga 

masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan ketentraman/ketertiban umum 

serta menimbulkan kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Jimly Asshiddiqie, 2005, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Konpres, 

Jakarta. hlm. 175  
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Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah telah pula diatur dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan teknis pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan termasuk didalamnya Peraturan Daerah. 

Dalam pembuatan dan perancangan Perda sebagai implementasi fungsi 

legislasi tersebut, DPRD kabupaten/kota tidak hanya bekerja sendiri melainkan 

merancang Peraturan Daerah tersebut bersama bupati/walikota untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kota 

Padang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya disingkat 

(Ranperda) sebanyak 48 Ranperda, dari Ranperda yang berjumlah 48 tersebut 

DPRD Kota Padang hanya mengusulkan 20 Ranperda dan 28 Ranperda usulan 

dari Pemerintah setempat.
6
 

Sehubungan dengan posisi DPRD yang berfungsi mengawasi jalannya 

pemerintahan. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga 

perwakilan rakyat yang mewadahi dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta 

memperjuangkan tuntutan kepentingan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota  

sehingga pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

dapat dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan Pemerintah Daerah 

dalam membuat Peraturan Daerah dan menjadi mitra kepala daerah dalam 

                                                 
6
 Antara Sumbar, DPRD Padang bahas 48 Ranperda pada 2016, di akses dari 

http://sumbar.antaranews.com/berita/166770/dprd-padang-bahas-48-ranperda-pada-2016.html 

Pada Tanggal 20 Maret 2017 Pukul 20:30  



5 

 

memberikan dan pelaksanaan keputusan Kepala Daerah agar sesuai dengan 

aspirasi daerah dan masyarakat.
7
 

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD Kabupaten/Kota mampu 

memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan 

daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang 

berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
8
 

Selain itu DPRD Kabupaten/Kota juga mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menciptakan stabilitas politik di daerah Kabupaten/Kota, terutama 

mengenai pelaksanaan Otonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkan hasilnya dalam bentuk 

skripsi yang berjudul:  “FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN 

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Wikipedia, 2017, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, 

http:/id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah, di akses Pada Tanggal 20 

Maret Pukul 20:40 
8
 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, 2002, hlm, 

219. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah ? 

2. Apa sajakah penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan 

Peraturan Daerah? 

3. Bagaimanakah upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan 

Peraturan Daerah? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan Peraturan Daerah. 

2. Untuk mengetahui penyebab yang memengaruhi fungsi legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam pembentukan 

Peraturan Daerah. 

3. Untuk mengetahui upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Padang dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dalam pembentukan 

Peraturan Daerah. 
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D. Metode Penelitian 

Agar tujuan penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, 

diperlukan suatu metode dalam melaksanakan penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian 

hukum sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian 

hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh 

data primer di lapangan.
9

 Sifat penelitian yang digunakan adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data 

yang lengkap serta menggambarkan keadaan yang terjadi sebagaimana 

mestinya. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan (2) dua sumber 

data yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan 

untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti penulis berupa hasil wawancara 

langsung dengan Bapak Budiman selaku Wakil Ketua Komisi I 

DPRD Kota Padang dan Bapak Osman Ayub selaku Wakil Ketua 

Komisi IV DPRD Kota Padang. 

 

                                                 
9  Burhan Ashshofa, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,            

hlm. 26. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan 

terhadap bahan-bahan hukum yang relevan berupa: 

1) Bahan Hukum Primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan 

dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang ada. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang penulis gunakan adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan 

e. Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata 

Tertib DPRD Kota Padang 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-pendapat para 

sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal.
10

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

                                                 
10

 Ibid, 
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adalah sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari dokumen- 

dokumen yang berkaitan erat dengan fungsi dan peranan DPRD 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer. Dalam 

hal ini penulis melakukan wawancara dengan responden. Sebelum 

melakukan wawancara penulis mempersiapkan daftar pertanyaan 

terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan semua bahan atau data yang dikumpulkan, baik data 

primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara 

kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan peristiwa secara 

menyeluruh dengan uraian yang dilakukan peneliti berdasarkan pada 

peraturan Perundang-Undangan, pandangan pakar, termasuk pengalaman 

peneliti dan penjelasan penulis dilapangan.
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